
 
 
 
 

 

     BUPATI CIAMIS 

     PROVINSI JAWA BARAT 

     PERATURAN BUPATI CIAMIS 
 

   NOMOR  :  46  TAHUN 2015 

   LAMPIRAN   :  4 (empat) 

 
 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2015 

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI CIAMIS, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Peraturan Daerah 

Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Ciamis Tahun Anggaran 2015, sebagai landasan operasional 

pelaksanaannya perlu disusun Penjabaran tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015; 
 

  b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Perubahan Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 

Anggaran 2015, dengan Peraturan Bupati. 
    

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat; 

  2.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan 

menjadi Undang-Undang; 

  3.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme; 

  4.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

  5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

SALINAN 
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  6.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

  7.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara; 

  8.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

  9.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah; 

  10.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah; 

  11.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

  12.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara; 

  13.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

  14.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

  15.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan; 

  16.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2015; 

  17.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 

  18.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah; 

  19.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

  20.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum; 
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  21.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan; 

  22.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah; 

  23.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan  Keuangan Daerah; 

  24.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal; 

  25.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

  26.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

  27.  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah kepada Masyarakat; 

  28.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota; 

  29.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 

  30.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

  31.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

politik; 

  32.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

  33.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 

Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil  Pemerintah 

di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 

serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil  

Pemerintah di Wilayah Provinsi; 

  34.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
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  35.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan; 

  36.  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah; 

  37.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah; 

  38.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

  39.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

  40.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara; 

  41.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

  42.  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan;   

  43.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

  44.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tatacara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Darah; 

  45.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
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  46.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan 

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

  47.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD; 

  48.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; 

  49.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 

  50.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  51.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

  52.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Bantuan Keuangan Partai Politik; 

  53.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 

2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015; 

  54.  Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Pembentukan Dana Cadangan;  

  55.  Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  56.  Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 

Kabupaten Ciamis; 

  57.  Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005–2025 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 

Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Ciamis Tahun 2005–2025; 
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  58.  Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis 

Tahun 2011-2031; 

  59.  Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Daerah Tahun 2014-2019; 

  60.  Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis; 

  61.  Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2014 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Ciamis Tahun Anggaran 2015; 

  62.  Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis 

kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten 

Ciamis dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk; 

  63.  Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015; 

  64.  Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 tahun 2014 

tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada 

Kabupaten/Kota dan Desa; 

  65.  Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 tahun 2015 

tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 

Anggaran 2015; 

  66.  Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2015; 

  67.  Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22  Tahun 2010 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kabupaten Ciamis; 

  68.  Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15A  Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan 

Sosial; 

  69.  Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19A  Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, 

Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga; 

  70.  Peraturan Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2014 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Ciamis Tahun 2015 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 

30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis 

Tahun Anggaran 2015. 

   
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2015. 
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Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula 

berjumlah Rp.2.142.243.399.343,00 bertambah sejumlah Rp.344.960.325.689,00 

sehingga menjadi Rp.2.487.203.725.032,00 dengan rincian sebagai berikut : 

 

 
Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan 

Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud 

dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, 

III dan IV Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

1. Pendapatan :   

 a. Semula Rp. 2.033.414.162.633,00 

 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 313.631.341.331,00 

 Jumlah Pendapatan setelah 

Perubahan 

 

Rp. 

 

2.347.045.503.964,00 

2. Belanja :   

 a. Semula Rp. 2.142.243.399.343,00 

 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 344.960.325.689,00 

 
 

Jumlah Belanja setelah Perubahan 
 

 

Rp. 
 

2.487.203.725.032,00 

 
Surflus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (140.158.221.068,00) 

3. Pembiayaan :   

 a. Penerimaan Pembiayaan   

 1) Semula Rp. 125.950.664.710,00 

 2) Bertambah Rp. 26.328.984.358,00 

 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

setelah Perubahan 

 

Rp. 

 

152.279.649.068,00 

 b. Pengeluaran Pembiayaan   

 1) Semula Rp. 17.121.428.000,00 

 2) Berkurang) Rp. (5.000.000.000,00) 

 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

setelah Perubahan 

 

Rp. 

 

12.121.428.000,00 

 Jumlah Pembiayaan Bersih setelah 

Perubahan 

 

Rp. 

 

140.158.221.068,00 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran 

setelah Perubahan 

 

Rp. 

 

0,00 
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Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati  ini, dituangkan lebih lanjut 

dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Organisasi 

Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 6 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis 

Nomor 61 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2014 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis 

Tahun Anggaran 2015, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis. 

  
 

 Ditetapkan di Ciamis 

 pada tanggal 3 Nopember 2015 

BUPATI CIAMIS, 

 

Cap/ttd 

 

H. IING SYAM ARIFIN 

 

Diundangkan di Ciamis 

pada tanggal 3 Nopember 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, 

 

Cap/ttd 

 

H. HERDIAT S. 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR  115 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
Ttd/cap 

 
AEP SUNENDAR, SH., MH. 

NIP. 19621018 198303 1 005 


